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PIMPINAN DPRD KABUPATEN KEBUMEN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN KEBUMEN 

 

NOMOR 170/4 TAHUN 2019 

 

TENTANG 

 

PELAKSANA TUGAS KETUA DPRD KABUPATEN KEBUMEN  

YANG SEDANG MENJALANI MASA TAHANAN ATAU BERHALANGAN SEMENTARA   

 

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN KEBUMEN, 
 

Menimbang 

 

: a.  bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1)  Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota,  “Dalam hal ketua 

DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan 
sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan 

musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan 
DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang 
sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan 

sementara”; 

  b.  bahwa hasil musyawarah Pimpinan DPRD ditetapkan 

dengan keputusan Pimpinan DPRD; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan 
Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kebumen tentang Pelaksana Tugas Ketua 

DPRD yang sedang Menjalani Masa Tahanan atau 
Berhalangan Sementara; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

  2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82); 

  3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah   (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650); 

  4.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

  5.  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

  6.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
6197); 

  9.  Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 
2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kebumen Nomor 1); 

  10.  Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 

Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); 

Memperhatikan : Hasil musyawarah Pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen 
pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 bertempat di 

Ruang Rapat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen;  
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PELAKSANA 

TUGAS KETUA DPRD YANG SEDANG MENJALANI MASA 
TAHANAN ATAU BERHALANGAN SEMENTARA. 

KESATU : Hasil Musyawarah Pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen 
menentukan Sdr H. Agung Prabowo, SH untuk menjadi 

Pelaksana Tugas Ketua DPRD Sementara; 

KEDUA : Pimpinan DPRD Sementara sebagaimana di maksud dalam 
diktum KESATU yang melaksanakan tugas Ketua DPRD 

berhenti bersamaan dengan Ketua DPRD yang berhenti 
sementara melaksanakan tugas kembali; 

KETIGA  : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan 
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam 

Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana 
mestinya. 

  

 Ditetapkan di Kebumen 

pada tanggal 4 Februari 2019 

 

 
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KEBUMEN 
 

 
Wakil Ketua, 

 
 
 

 
 

AGUNG PRABOWO 

Wakil Ketua, 

 
 
 

 
 

BAGUS SETIYAWAN 

Wakil Ketua, 

 
 
 

 
 

MIFTAHUL ULUM 
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2018 

TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAISLAN RAIffAT DAERAH 

PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA 

 

Pasal 4O 

(1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan 

DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk 

melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan 

sementara 

(2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

keputusan Pimpinan DPRD 

(3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat 

(1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas 

kembali. 


